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KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Nomor: W5-U9/ 1595 /SK/Kp.04.3/12/2017

TENTANG

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,

Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 hal Review Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

b. bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja yang akurat, lengkap dan
tepat sasaran, maka dipandang perlu membentuk tim untuk meninjau kembali atau
melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan
mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Ligkungan Instansi
Pemerintah;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN  NEGERI SAROLANGUN TENTANG TIM REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Pertama : Membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun yang
susunan keanggotaannya seperti termuat dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Tugas pokok Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun
adalah meninjau kembali atau melakukan penyempurnaan terhadap Indikator
Kinerja Utama yang telah ada;



Ketiga

Keempat

Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan

hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini rnaka akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya"

Tembusan:
1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Rl di Jakarta

2. Yang bersangkutan untuk dijalankan sebagaimana mestinya

3. Arsip

s.H,

Ditetapkan di

NEGERT SARoLANGUN{.



Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

Nomor :W5-U911595 15K/Kp.A43112/2Afi
Tanggal : 29 Desember 2A17
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KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Nomor: W5-U9/ 35 /SK/Kp.04.3/1/2018

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN,

Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 hal Review Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

b. bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja yang akurat, lengkap dan
tepat sasaran, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali atau melakukan
penyempurnaan Indikator Kinerja Utama.

.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Ligkungan Instansi
Pemerintah;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan: Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal
4 Januari 2018 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama disinkronisasikan
dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN  NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun untuk
menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja
Tahunan, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan



Kedua

Ketiga

Tembusan:
1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Rl di Jakarta
2. Yang bersangkutan untuk dijalankan sebagaimana mestinya
3. Arsip

Tahunan, dan menyusun Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah serta melakukan

evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis
Pengadilan Negeri Sarolangun;

Reviu lndikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis
di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun agar tetap memiliki indikator kinerja
yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sarolangun
i 2018

NEGERI SAROLANGU4
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Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor : W5-U9/ 35 /SK/Kp.04.3/1/2018
Tanggal : 5 Januari 2018

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

No. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER
DATA

1. Terwujudnya
proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan:

- Perdata
- Pidana
- Pidana Anak

jumlah sisa perkara yang diselesaikan x 100%jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
Catatan:
- Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya

Panitera Laporan
Bulanan

dan
Laporan
Tahunan

b. Persentase perkara:
- Perdata
- Pidana
- Pidana Anak

yang diselesaikan tepat
waktu

jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan x 100%jumlah perkara yang ada
Catatan:
- Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun

dan perkara yang masuk)
- Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun

sebelumnya
- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Panitera Laporan
Bulanan

dan
Laporan
Tahunan

c. Persentase penurunan sisa
perkara:

- Perdata
- Pidana
- Pidana Anak

Tn.1 - Tn x 100%Tn.1
Catatan:
- Tn = sisa perkara tahun berjalan
- Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya
- Sisa perkara = perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

Panitera Laporan
Bulanan

dan
Laporan
Tahunan

d. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum:

 Banding
- Perdata
- Pidana
- Pidana Anak

 Kasasi
- Perdata

jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum x 100%jumlah putusan perkara
Catatan:
- Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK
- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Panitera Laporan
Bulanan

dan
Laporan
Tahunan
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